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BAB I11

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai status keuangan negara dan

tantangan utama dalam pengawasan pada BUMN pasca rekonstruksi status

keuangan negara pada BUMN dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2025, dapat disimpulkan bahwa:

1.

2.

Keuangan negara yang dijadikan penyertaaan modal negara pada
BUMN tetap merupakan bagian dari keuangan negara. Dengan
demikian pengelolaan keuangan negara oleh BUMN tidak
menghilangkan sifat dari kekayaan negara yang dipisahkan sebagai
uang negara, tidak berubah sifatnya menjadi uang privat, meskipun
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 mengatur BUMN sebagai
badan hukum privat.

Tantangan utama dalam pengawasan sebagai akibat dari rekonstruksi
kedudukan keuangan negara pada BUMN pasca Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2025 adalah, Pertama, Kendala pelaksanaan
Pengawasan Internal. Kedua, pembatasan kewenangan pemeriksaan
oleh BPK. Ketiga, keluarnya Organ BUMN sebagai penyelenggara

negara.

B. Saran

Mengacu pada pembahasan dan kesimpulan sebagaimana yang telah

diuraikan di atas, Penulis memberikan saran sebagai berikut:
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1. Pertama, Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Pemerintah perlu
mengharmonisasikan konsep keuangan negara dalam kerangka
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kedudukan
keuangan negara pada BUMN. Upaya harmonisasi ini sangat penting
untuk mengeliminasi pertentangan antar norma. Dengan demikian,
dualisme mengenai kedudukan keuangan negara pada BUMN dapat
diakhiri, sehingga mewujudkan kepastian hukum.

2. Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat bersama dengan Pemerintah wajib
menerapkan prinsip  partisipasi yang bermakna (meaningful
participation) dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan
(stakeholder). Penerapan prinsip ini akan menjamin, bahwa produk
Undang-Undang vyang dihasilkan tidak hanya merefleksikan
kesepakatan politis semata, melainkan mencerminkan kesepakatan
bersama dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Ketiga, peningkatan koordinasi yang sinergis, antara pengawasan secara
internal dengan institusi pengawasan oleh Negara. Sinergitas ini penting
untuk menjamin BUMN dapat beroperasi secara transparan, efisien dan
akuntabel, sehingga mampu mengurangi ketergantungan suntikan dana
APBN. Pengawasan yang terkoordinir tersebut harus diarahkan untuk
memastikan BUMN yang tidak hanya berfokus pada profit saja,
melainkan juga mengedepankan pemenuhan kewajiban pelayanan

publik.
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